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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Avat
(4] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang  Pedoman Umum Pembangpunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen
RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan
Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua
BRD;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Desa Blubuk tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2022,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
|{Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573); _
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penvusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lermnbaran Nepara  Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
REepublik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014  tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019



£

7.

.

10,

Ul

12

Fehs

o
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Momor 43 Tahun EEI'H tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
tan  Belanja  MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
scbapaimana  telah diubah  beberapa kali  terakhir
dengan Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
womor S7};

Feraturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Bermta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2061

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20371;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan €K Jangka
tanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1212):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);

-Peraturan Mentert Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomaor I8 Tahun 2018 Tentang Lembaga
hemasvarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
1ty Tabun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita

MNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi; Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Reépublik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 20109
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1262);

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

2. Peraturan  Menteri Desa, Pembanpgunan Daerah

Terunggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayvaan Masvarakat Desa  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Mentenn  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengsmbangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

-Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMEK.07 /2020

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2020 Nomor 164 1);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemermntah  Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita
DBacrah Provinst Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

2 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun

U0V tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa
lkkali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan  Keuangan Daecrah  (Lembaran Daerah
habupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);

Yeraturan Dacrah Kabupaten Tepal Nomor 7 Tahun
2015 tentang Pembangunan Desa Pembangunan
kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa (Lembaran
Daerah  Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor T7),
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bupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembanpgunan Desa
Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa
|Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor
L2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
kabupaten Tegal Nomor & Tahun 2015 Tentang Kepala
Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
Nomor 14];

29, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun

I

St

0.

G,

2019 entang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 — 2024 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor
1 29);

. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang

Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tegal MNomor & Tabhun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Bupat Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang
Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
|Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);

. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2016 Nomor 74);

. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisas) dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75):
Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2017 Nomor 23);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa {Berita  Daerah
Rabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);

1%, Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018
Momor S0}

Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2019 Nomor 1);

.Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);

5, Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
[racrah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);

- Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2020 Nomor 42);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang
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Sfandar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2020 Nomor 54):

Feraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Hagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020
Momor 71];

Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta
Penctapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten
Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2021 Nomor 2);

3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan
Lokasi Berta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal
Tahun 2021 (Benta Dacrah Kabupaten Tegal Tahun
2021 Nomor 3);

Peraturan Desa Blubuk Nomor 04 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Janpgka Menengah Desa Tahun
2019 — 2025 Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru
kabupaten Tegal (Lembaran Desa Blubuk Tahun 2020
MNomor |,

. Peraturan Desa Blubuk Nomor 02 Tahun 2017 tentang

Susunan Orpanisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
(Lembaran Desa Blubuk Tabun 2017 Nomor 2);

S Peraturan Desa Blubuk Nomor 01 Tahun 2019 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan  Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Blubuk Tahun 2019 Nomor 1};

Peraturan Desa Blubuk Nomor 04 Tahun 2018 tentang
Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa Dengan Cara Lelang
[Lembaran Desa Blubuk Tahun 2018 Nomor 4);
Peraturan Desa Blubuk Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Desa Blubuk Tahun 2019 Nomor 1).

Rengan Kesepakatan Bersama

BaltAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUBUK

dan
EKEPALA DESA BLUBUK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG  RENCANA . KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud ;

L.

Desa adalah desa dan desa adat atau vang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah wvang berwenang untuk: mengatur dan
MEeEngUrus LrLsan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setermnpat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, danfatau hak tradisional
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Nepara Kesatuan Republik Indonesia,

Perdesaan adalah Kawasan kerja sama antar Desa
untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan,
pelayanan, pembangunan, pemberdavaan masyvarakat,
seamanan, dan ketertiban.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
midup dan  kehidupan untuk sebesar-besarmva
kemakmuran masyarakat Desa,

Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan vang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan

usaha, kematan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan; pemberdayaan masyarakat, keamanan,
dan ketertiban,

Pemberdavaan  Masyarakal Desa  adalah upava
mengembangkan kemandirian  dan kesejahteraan
masyarakal dengan memngkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan  sumber daya melalui  penetapan
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang
sesual dengan esensi masalah dan pnontas kebutuhan
masyarakat Desa.

kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Dess meliputt kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembanpgunan Desa,
pembinaan kemasvarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masvarakat,
hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat sctempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yvang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelengegara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga vang  melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

. Musyawarah Desa atau vang disebut dengan nama lain

adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis,

.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa vang

selamjutnya disebut  Musrenbang Desa  adalah
musyvawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menctapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten fkota.

. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

vang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD,

-Perencanaan Pembangunan Desa adalah  proses
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[AHEpaN Keglatan vang diselenggarakan oleh Pemerintah
lesa dengan melibatkan BPD dan unsur masyvarakat
sccara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas
hidup manusia dan penangpulangan kemiskinan.

3Gy Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa

untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

. Pendataan Desg adalah proses penggalian,

pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data
2005 Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan
Kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang
dapat didayvagunakan untuk pencapaian tujuan
Pembangunan Dessa, masalah ckonomi, sosial, dan
budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendas:  penyusunan program  dan  Kegiatan
Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait
lnmnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan
masyarakat Desa.

.Sistem Informasi Desa adalah sistemn pengolahan data

kewiiavahan dan  data kewargaan di Desa vang
disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara
terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat
lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya
manusia untuk disajikan menjadi informasi yang
berguna dalam penmingkatan efektivitas dan efisiensi
pelavanan publik serta dasar perumusan kebijakan
strategis Pembangunan Desa.

. Peta Jalan S8DGs Desa adalah dokumen rencana yang

memuat kebjjakan strategis. dan tahapan pencapalan
SDGs Desa sampal dengan tahun 2030.

.Hencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

selanjutnya  disebut RPJM  Desa adalah dokumen
perencanaan keglatan  Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yvang  selanjutnva
disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daltar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
vang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu
L {saru) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui
mekanisme pereéncanaan pembangunan daerah,

Aset Desa adalah barang milik Desa yvang berasal dari
kekavaan asli Desa, dibeli ‘atau diperoleh atas beban
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan
hak lain vang sah.

2. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang

meliputi sumber dava alam dan lingkungan hidup,
sumber dava manusia, sumber daya sosial dan budaya,
sumber daya ekonemi, dan sumber dava lainnya yang
dapat diakses, dikembangkan, danfatau diubah oleh
Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki
atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan,
dan  dipergunakan  bag Kesejahteraan  bersama
masyarakat Desa,

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa yang
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selanjuinya disebut APB Desa adalah rencana keuangan
tahunan Pemenntahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagl Desa vang ditransfer melalul anggaran pendapatan
dan belanja daecrah kabupaten/kota dan digunakan
uniuk membiaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masvyarakat
Desa.

5. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang

ditennma kabupaten fkota dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah kKabupaten/kota setelah dilkurang
dana alokasi khusus.

Lembaga Kemasyvarakatan Desa atau disebut dengan
nama  lain  adalah  lembaga vang dibentuk oleh
masyarakat sesual dengan kebutuhan dan merupakan
mitra  Pemerintah  Desa  dalam memberdayakan
masyarakat Desa.

Lembaga  Adat  Desa  adalah  lembaga  yang

menyelenggarakan funpgsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa,

cPelaksana  Kegatan  adalah pelaksana  kegiatan

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, terdinn dari unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasvarakatan Desa, dan unsur masyarakal.

_Pendampingan Desa  adalah  upaya meningkatkan

kapasilas, efektvitas, dan akuntabilitas pemerintahan
Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,
peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan
kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakal Desa yang memiliki prakarsa dan/atau
vang dipilih  oleh Desa untuk menumbuhkan,
mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, dan gotong royvong di kalangan
masvarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, vang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan hukum vang didinikan oleh Desa
dan/atau hersama Desa-Desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
praoduktivitas, menyvediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyvediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesarbesarnva kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Pihak Ketiga adalah lembapa swadaya masyarakat,

perguruan  tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau
perusabaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya
nidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran pendapatan dan  belanja daerah
provins:, anggaran pendapatan dan belanja daecrah
kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB I



"SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1] RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika
sehagal berikut:

PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang.

1.2. Dasar Hukum.

l.3: Tupuan dan- Manfaat.

Bag |

BAB 1

BaB
11

BAE
I

BAB V
LAMPIRAN

14

, Proses Penyusunan RKP Desa.

1.5. Sistematika.

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
2.1. Visi = Misi Kepala Desa.

2.2, Gambaran Umum Sosial Budava.

2.3, Gambaran Umum Kemiskinan.

2.4, Gambaran Umum Ekonomi.

2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur,
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
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Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
[dentifikasi masalah berdasarkan
RPJM Desa.

ldentifikasi Masalah Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara lain:
bencana alam, krisis politik, knisis
ckonomi dan atau kerusahan sosial
vang berkepanjangan.

ldentifikasi Masalah berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan
Daerah.

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM
DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
4_1. Prioritas Program  dan Kegiatan

|-| 2

- )

L

o

Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2022,

Berdasarkan Kewenangan Hak asal
usul,

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala
Desa.

PriontasProgramdanKegiatan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
2023,

4.5. Kebijjakan Keuangan Desa.
PENUTUP

1.

Berita Acara Musvawarah Pembentukan
Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan
Daftar Hadir.

Keputusan Kepala Desa fentang Tim
Permyusun RKP Desa Tahun 2022,
Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

Daftar Rencana Program dan Kegiatan
yvang Masuk ke Desa.

Data dan informasi tentang rencana
pembiayvaan pembangunan Desa,

Daftar Prionitas Usulan Rencana Program
danfatau Kegiatan Pembangunan Desa



TNTUE I (sama) tahun  anggaran
berikutnva.

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa vang

Diptlah Berdasarkan Tujuan 3DGs Desa.

Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.

Y, Daftar Rencana Kerja Sama dengan
Pihak Ketiga.

10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022,

11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun
2021,

12, Gambar Desain Kegiatan.

13. Hencana Anggaran dan Biaya [RAB).

14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023,

15, Berita acara hasil penyusunan
rancangan RKP Desa.

16. Keputusan BPD tentang panitia
musvawarah Desa tentang perencanaan
Desa,

/. Berita Acara Musvawarah Desa tentang
perencanaan Desa, Notulen dan Daftar
Hadir.

18, Dokumen Pandangan Resmi BPD,

19, keputusan Kepala Desa tentang Panmitia
Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022,

20, Tara tertib musrenbang Desa RKP Desa.

21, Penyusunan Prioritas Program dan
Kegiatan.

22, Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa
tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir,

23, Keputusan EPD tentang panitia
musyawarah Desa tentang pembahasan,
penyepakatan dan pengesahanan
rancangan RKP Desa tahun 2022,

24_ Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun
20232 dan DU-RKP Desa Tahun 2023,

25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan
pengesahanan rancangan RKP Desa
tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.

26, Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan
DU-RKP Desa Tahun 2023.

27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

)00

(2] Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RhP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyvarakatan Desa
dan masvarakal dalam pelaksanaan pembanpgunan Desa
Tahun 2022,

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan



menvisin Rencana F‘iﬂja dan ﬁngga:an (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertangpungjawabkan
uleh Pelaksana Keglatan dalam Forum Musvawarah Desa,

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
pulitik, Krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan, atau

b. ‘térdapal perubahan mendasar atas  kebijakan
Pemermtah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemenntah Daerah Kabupaten.

Pasal &
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
o <ibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnyva ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

BAB [II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1} Berdasarkan Peraturan Desa im selanjutnya disusun
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Anggaran 2022,
(2] Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lamut oleh Kepala Desa,

Pasal 8
Peraturan Desa ini  mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar SELEAp OTANE mengetahu, memernntahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.

Dltﬂtﬂpk&h di ﬂﬂﬂ-ﬂ Blubuk

Dhundangkan di Desa Blubuk

Pada tanggal ;

24 Seplember 2021




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
DESA BLUBUK KECAMATAN DUKUHWARU

KABUPATEN TEGAL
Sckretariat | 11, G, Stamet [ Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kab, Tegal

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
REP DESA TAHUMN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kepiatan musyawarah Desa, di Desa Blubuk
Kecamatan  Dukuhwaruy  Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka
Penyusunan KEP Desa tahun 2022, maka pada hard ini;

Hari dan Tanggal s Jum’at; 24 Seprember 2021
lam PUYND Sampai 11.15 WIB
T'empat - Balai Desa Blubuk Kec Dukuhwaru Kab.Tegal

telah diadakan kdfviatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan
pengesaban REKP Desa Tabun 2022, vang telah dibadiri oleh wakil-wakil kelompok,
RI/RW dan tokob masvarakat, serta unsur lain vang terkait Desa sebagaimana

tercantum dalam dattar hadir terlampir.

Materi vang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan musvawarah Desa tentang pembahasan,
penvepakatan dan pengesaban RKFP Desa Tahun 2022 adalah :

A, Maten
I, Penvampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2022;
2, Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2022; dan
Y Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2022,

B,  Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musvawarah s Handy Apung Pramiono, SE dari BPD

Notulen : Nilam Aprilivanti,SE dari BPD

Marasumbe : 1. Handi Agung Pramono,SE dari Kades
2, Kadir dari Perdes
3 Joko O Dari Pendamping Desa

setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musvawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2022
vartu:

L. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana
Kerja Pernernntah Desa Tahun 2022,

<. Menmdaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2022 sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku,



Rapat
Desa
Han/ Tanggal ;-

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

' Pembahasan Rancangan Perdes RKP Desa 2022
* Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
lumat, 24 September 2021
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NOTULEN
RAPAT BADAN PEEMUSYAWARATAN DESA

TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2022

Hari / tangeal ©Jum’at, 24 September 2021
Jam :09.00s.d. 11.15 WIB
Tempat Fendopo Balai Desa Blubuk

ausunan Acara : 1. Pembukaan:
2. Sambutan Ketua BPD Desa Blubulk.
3. Sambutan Kepala Desa Blubuk.
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa
Tahun 2022
o Penutup.

Pimpinan Rapal : Handy Agung Pramono, SE

Uralan Jalannva Rapat
1. Pembukaan,
4. Sambutan Ketua BPD [Joko Dwi Hartono)
- Pembanguian di Desa harus kKita tingkatkan semaksimal munglkin;
Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat,
Libatkan masyrakatl dalam hal pembangunan di Desa;

3 “':-."IthTdII Kepala Desa (Handr Wisnu Wibowo,SE.)
selatu jaga kekompakar kita selaku Pemerintahan Desa Blubuk
setiap permasalahan sekectl apapun mari kita pecahkan bersama
Setiap Kequatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua
Kegialinnya,

- Apabilla ada tambahan atau perubahan kegtatan mohon dikeordinasikan
rRepada Kamt pemerintah Desa

4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
- Pemuaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Recana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desal Tahun 2022,
- Penpepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa
tentang Kencana Kerjao Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022,

=. Penutup/Do'a

Hasil Rapat » Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2022
menjadl Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022,

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat :

- Akan melibathan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Lhesa denn tercapainya Kesejahteraan bersama;

- Transparans: Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2022 akan
eilakukan sebagal kontrol bersama; dan

- Koordmast dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2022,

Blubulk, 24 September 2021
Sekretaris Hapat,

| v 1

Nilam Aprilivanti.S5.Pd
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DESA BLUBLIK
KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI S JAWA TENGAH
DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA (TAHUN ANGGARAN 2022)
_| Bidang / Jenis Kegiatan Mendukung |fata ___.._,a_:w:m.ﬂ Penerima Parkiraan B
SDGS Dmmm‘mrm_ﬂ._:m_ Lakas dan Manfaat sumber Per
N Bidang UruiNama Program / Kegiatan ke- Tahun (RT/RW) | Satuan | | P |RTM [Jumlah
lan
] Benalan (Rp.)
| a b 4 i £ f q h i [ K /
1 |Penyelenggaraan [ 1 || Tunjangin Kepala D din Pemngkat Desa Desa 12 Bulan g 1] H07 020800
Femernntahan Desa 2 |2 Penghasilan tetap bapi Kepala desa dan Perangka Desa |2 Bulan 8 [ 245 400,000
3 (3 Tunjangan BED Desa 12 Bulan B 1 A3 WM
4 |4 Insentif KT dan B0 Desa 12 Bulan 52 i T A0 OO
b |5 BPIS Kodes din Pirangkat Desa 12 Bulan ] i | 6922850
B |5 BPISEFD Desa 12 Blulan & I A 120
T |7 BPISET & RW Deasa 12 Buliin 52 i 7310000
8 |& Tambahan Tunjangan dan Operasional BPD Deza 12 Bulan 8 | 20,000.000
9 |9 Honor Perugas Kebersihan Desa [2 Bulan | 12 CHO00, (0
10 |1 Honor S1af Kantor Desa 12 Bulan | b2 O 006
11 (1), Pajak Tonah Kas Desi Deza 1 Tahun 8 10,289 200
12 |12. Honor Penigas Operstor Siskodes mmm 12 Bulan | 2,400,600
13 [13. Mamin Perangkat & Perlengkapan Dapur Desa 1 Paker g 4.800.000
14 | 14. Pemelharann Laptop, PC. Printer, Kendaraan Dinas & Jenset Desg I Paket §.540.000
15 |15. Penyusunan RKPDes, APBDes dan LEPD Deza 1 Paket 000,000
16 |16. Musrembang dan Rapat-rapat Desa Desa | Paket B.300.000 |
17 |17, Pemnbauatan Setipikid tanah Desg | Paket 14,000,000 ()
18 |15, Pendataan SDGS De=a I Paket 1 5.000,000 |1
19 |19. Belanja Pemelihirnan banguan Kantor Desa Desa | Paket 305000000 {1
20 |20, Honor Operator E PBB dan Petugas Penyampaian SPPT Desa 1 Paket 6. F79.000 (1
21 |21. Operasional Pemerintah Desy De=za I Paket F.608.004 (1
|22 |72 Honor PKPKD Kades, PPRDD Sekides dan Bendahars Desa |12 Bulan 22.800.000 |




P —

251 Pembuathn s Fembsangin Denner APBDes I Fraker

P B I Ciesa LR (ORI
—\Mn 24, simpanan Fembebasan 1Lshan [lesn | Paket ERT Tl
“ el
Jumlah Perbidang 1 L0061 3 80
._.rm_1 _uma.__wm_:m_.._:m.: Decs _ T 1 dembitan (RW 7 RT ILRW T |1 Pzaket 2300060 00 {1
& |& Paving RT 03 RW03 | 50 M2 BT IRW 3 [snkin RAYRRTIL __:__I.._
S |3 D nse BT IG05 RW | W45 BWC 1200 M2 22 200 0 ||
-...ﬂ [ Lewemase Eapanzan .____ LW 150 W2 (TR I
.|m * Penvermaan Modal HU A Des Dlissa I Pakei BRI TV AT |_
G Favime RT3 5w d | PR 25 O D0 s g FO Cihes Cplh |
A i T e RT & R ] 50 ag2 [ A0, 000 | ¢
8|8 Paving 3 o 8 wadnm BT I RWE S |00y 5 (i nees |
8 4% Penzadoai Gorong-gorore di Jembatan 1y Wali Rw & KT 2EW 6- || Pakey A 000
10 ]10: Periberian makanan Pada bt & bl Desa 1 Paker 20000 00 | T
11 | FL Insennd Gary Paud, MOTA & TPO [iesy I Tichun 17 ek 00 5
1.2 |12 Insetif Kader Posyandy = 43 Kader 3200000 FT3
(13|13 Al ew 2 & | RW 1,2 150 M2 200,000,000 |3
1414 RTLH [Cheeg 3 rurmnh A6 00000 |1
1o {15 Draenase RW 5 KT 1RW S 200 M2 200,000,000 |B
16|16 Normalisasi Saluran Irigasi Dhesa 150 %42 50000 00 D
17|17 Pengadaan Pot Bunga [Iesn I Paket S000,.000 [0
18 |18 Drsenase Re G} Bw Of i 1 Puker P30 000 [
Jumiah Perbidang 2 2733371894
3 |Pembinaan 1 |1. Belanja perjalanan dinas, rapat KPMD | Desa 1 Tahun 5.000.000 | B
Kemasyarakatan 2 |2 Insentif Petugas Pemularan Janazah Diesa I Tahun 8.000.000 |1
3 |3 Operasional PEK sz 1 Tahun 5.0 | AT
4 [4. Belanja Operasional LPMD Deza I Tahun 3.000.000 [DI
3 (3. Belanja Operasional Karang tanin Diesa | Tiham f 000,000 (DE
6 |6 Pelathan ternak Desa I Paket 200030040 (DT
7 |7. Belanja Kegiatan HUT R1 Dresa I' Paket 5000000 |PA
B |8 Penyelenggaraan Festival kesenian dan keagaman (HUT RI, Raya Keagiman) Dicsa | Paket 150000000 (DL
9 9. Pembinasn Kesenian Kuda Lumping [ _ RW 3 | Paket 5.000.000 | D
Jumlah Perbidang 3 T2.000.000
|Pemberdayaan L 1 [1. PeningKatan Kapasitas Pemdes | | | Desa [1 Paket 9.500.000 [DD
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Masyarakat 2 |2 Delanja Alar Keachatnn Crifabel - Cic=a I Paken 5000, (W

3. |3, Mendeka Sampals [ i Paker [0 Do i)

4 |4, Pengadin D Digital Diesa | Paket B TO0 D00

5157 Puskesos Desa I Makei S0, D00

6 |6 Stanting | Desa | Paket | (1.0, £

7|7 Kegiatan FKD [an | Tahun TAKE 00D

Jumlah Perbidanag 4 226 R00.000

5 |Penanggulangan 1. |1 Pencégahin civid: 19 [Desa I Paker 30000000

Bencana, Keadaan 2 2. BLT PD 46 KpM Desa 4 K PM | 76,400,000
Darurat dan Mendesak

— Jumlah Perbidang 5 | s 40108 0

JUMLAH TOTAL 4.235.187.788

Blubuk_ 24 September 2021
Disusun oleh,

Ketua Tim Penyusun RKFP Desa
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